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ABSTRAK 

 

Salah mekanisme pajak hiburan merupakan sistem penerimaan dari daerah yang kana dapat 

memberikan sebuah potensi terhadap PAD di Kota Malang. Adapun sistem penerimaan yang 

pendapatan yang berada pada sektor perpajakan secara langsung dapat memberikan sebuah 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya sebuah inflasi yang berada di daerah, 

yang mana hal tersebut merupakan sebuah situasi yang secara global dalam memaksimalkan 

sebuah harga maupun jasa dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif pada 

sistem penerimaan pajak daerah, oleh karena itu dalam mempercepat infrastruktur pun akan 

mengalami keganjilan. Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara langsung 

peneriman pajak hiburan serta penerimaan pajak dapat berpengaruh terhadap PAD. Metode 

yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta 

data yang digunakan ialah data sekunder yang mana dalam bentuk sebuah laporan finansial 

di Kota Malang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. teknik analisa data yang 

digunakan ialah analisis regresi linier berganda yang mana akan dibantu oleh program SPSS 

26. Adapun hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah penerimaan pajak hiburan serta inflasi 

dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif serta signifikan terhadap PAD di Kota 

Malang. 

 

Kata Kunci : Pajak Hiburan Inflasi Serta Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu pajak hiburan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang 

dimiliki oleh daerah yang mana secara langsung dapat diandalkan di kalangan pemerintahan 

selevel Kota yang mana mempunyai tujuan untuk dapat membiayai pembangunan. 

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Tahun 2009 No 28 yang berkaitan dengan 

pajak daerah serta tingkat retribusi yang sudah dituangkan dalam Pasal 42 sampai dengan 

46, yang dijelaskan bahwa sistem objek pajak hiburan merupakan salah satu mekanisme 

pajak yang akan dapat diambil untuk melaksanakan pelunasan pada pajak. Adapun hiburan 

yang digolongkan seluruh mekanisme misalnya adanya sebuah kegiatan pertunjukan, 

permainan serta menonton yang mana akan dilakukan pembayaran. Pada dasarnya setiap 

daerah mempunyai sebuah kebijakan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pajak 

hiburan. Diketahui bahwa Kota Malang mempunyai sebuah potensi yang sangat memadai 

dalam penyerapan pajak daerah yang mana lebih spesifiknya terhadap pajak hiburan serta 

dapat dilandaskan pada aspek alam, serta iklim alam yang berada di Kota Malang. Adapun 

sistem dalam melaksanakan proses pembangunan yang sangat maju yang mana akan dapat 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang berada di Kota Malang. Kegiatan tersebut secara 

langsung dapat memaksimalkan anggaran bukan dikatakan sedikit. Pajak hiburan dapat 

diartikan sebagai salah satu sistem penerimaan yang secara langsung akan dapat mendorong 

sistem pembangunan yang ada. Tingkat perkembangan yang berkaitan dengan pembangunan 

pada ruang lingkup perusahan hiburan yang berada di Kota Malang dapat dinyatakan sebagai 

salah satu tindakan pembuktian bahwa perusahaan secara langsung dapat memberikan serta 
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dapat mendorong sistem penerimaan pajak hiburan yang mana akan dikuasai serta dapat 

dikelola secara efektif. Dalam hal penunjang pendapatan daerah bukan hanya pajak hiburan, 

disamping itu juga ada beberapa hal yang dapat memberikan pengaruh salah satunya ialah 

inflasi. 

Inflasi dapat diartikan sebagai situasi perekonomian pada sebuah negara yang mana 

mengalami peningkatan pada harga barang serta jasa yang secara global yang memakan 

waktu cukup panjang, yang dapat dipengaruhi oleh tingkat keseimbangan pada aspek 

finansial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menurut Sukirno (2012) menyatakan bahwa 

inflasi dapat dikatakan sebagai dalam satu mekanisme terhadap peningkatan harga barang 

maupun jasa yang mana memakan waktu yang sangat panjang, sehingga dapat mengancam 

pada sisi ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sebuah titik keseimbangan 

arus finansial serta barang yang mana dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme terhadap 

inflasi, disamping itu juga peningkatan daya pembeli yang berada dari lapisan masyarakat 

jauh lebih bercenderung dalam melaksanakan konsumsi sebagaimana berlandaskan pada 

pendekatan serta harga. (Sukirno, 2012) menyatakan bahwa semakin meningkat pada sisi 

inflasi maka secara langsung dapat memberikan sebuah dampak yang negatif terhadap harga 

barang serta jasa. Tingkat perubahan terhadap harga yang jauh lebih tinggi secara langsung 

dapat memberikan dampak terhadap minimnya pada sisi daya beli, oleh karena itu inflasi 

secara langsung dapat mematahkan aktivitas produksi khususnya masa Pandemi Covid 19. 

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penghasilan yang jauh lebih efektif 

sebagaimana dapat dipergunakan oleh kalangan pemerintahan dengan tujuan untuk dapat 

membiayai serta dapat melaksanakan lajunya roda pemerintahan. Salah satu tindakan yang 

dilakukan oleh kalangan pemerintahan ialah untuk dapat terjawab sebuah kebijakan 
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desentralisasi terhadap pengelolaan daerah yang dapat dilaksanakan oleh lapisan 

pemerintahan sebagaimana dikenal dengan nama otonomi daerah. Adapun otonomi daerah 

yang berada di NKRI pada Tahun 2001 tepat pada Tanggal 1 Januari sudah diberlakukan, 

sehingga pada dasarnya otonomi daerah secara langsung akan dapat mengacu pihak 

pemerintah daerah dalam melaksanakan sebuah aktivitas yang kreatif dalam menemukan 

dasar sumber penerimaan yang ada pada daerah, serta dapat mendorong sistem anggaran 

dalam mengeluarkan demi otonomi daerah yang ada. Dalam melakukan sebuah tindakan 

terhadap otonomi daerah tersebut seharusnya dapat mempunyai beberapa hal pendorong, 

antara lain : SDM sebagai salah satu pelaksanaan sehingga dalam melaksanakan sebuah 

tindakan pelaksanaan aktivitas jauh lebih efisien, sistem pengelolaan finansial secara terbuka 

serta aturan yang diterapkan di setiap lembaga serta sarana dan prasarana memadai. 

Sebagaimana sudah disampaikan, sehingga salah satu hal yang memberikan peran yang jauh 

lebih penting ialah masalah finansial. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat keberhasilan 

terhadap sebuah pembangunan dapat berjalan dengan baik, seharusnya dapat ditopang oleh 

finansial yang baik adanya. Finansial dapat dinyatakan sebagai salah satu mekanisme dalam 

melaksanakan sistem pembangunan. Keahlian terhadap finansial yang dimiliki oleh daerah 

sejauh ini pihak daerah mampu untuk melaksanakan sistem pembiayaan pembangunan serta 

dapat menunjukan sejauh mana sebuah daerah mampu untuk melaksanakan pembangunan 

yang menjadi sebuah urusan terhadap rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa setiap wilayah atau daerah seharusnya memiliki kewajiban untuk dapat 

menggali sumber anggaran secara tersendiri sebagaimana telah dituangkan dalam UU Tahun 

2004 No 32 sebagai pengganti UU Tahun 199 No 22 yang berkaitan dengan pemerintah 

daerah, serta sumber PAD dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian, antara lain 
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pendapatan di bagian laba (badan usaha milik negara) investasi serta pendapatan dari pajak 

daerah. 

Sebagaimana dituangkan dalam UU tahun 2000 No 34 yang menyatakan bahwa 

apabila jenis pajak yang dimiliki oleh setiap daerah dapat dikelompokan menjadi salah satu 

pajak provinsi atau kota. Pajak yang dimiliki oleh kalangan provinsi dapat dikelompokan 

juga menjadi beberapa bagian, antara lain air dan tanah, kendaraan serta bahan bakar. 

Sedangkan terhadap pajak yang dimiliki oleh kabupaten ialah hiburan, restoran, hotel jalan 

serta reklame. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia (2020) ialah Coronavirus (C0V) secara langsung dapat menyebabkan sebuah 

penyakit yang mana akan bersumber dari ringan sampai dengan berat yang secara langsung 

akan dapat menular dari hewan terhadap manusia. WHO (2019) menyatakan bahwa 

Coronavirus Disease salah satu jenis penyakit yang secara langsung akan dapat menular 

yang mana disebabkan karena Covid-19. Pada umumnya manusia secara langsung terdeteksi 

dalam masalah pernafasan yang mana secara langsung akan dapat memerlukan perawatan 

yang secara khusus. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat sebuah riset dengan topik 

“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Di Kota Malang Di Masa Copi-19  
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1.2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, maka dalam riset ini 

rumusan masalah yang akan diangkat ialah : 

1. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang ? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang ? 

3. Apakah penerimaan pajak hiburan serta Inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota 

Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk dapat mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD 

di Kota Malang 

2. Untuk dapat mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang 

3. Untuk dapat mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan serta Inflasi berpengaruh 

terhadap PAD di Kota Malang  

1.4. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat menginterpretasikan 

pemahaman yang berkaitan dengan kajian teoritis untuk dapat memaksimalkan 

pemahaman yang berkaitan dengan PAD yang merupakan salah satu hal yang terpenting 

di kalang Kota, lebih khususnya terhadap PAD di Kota Malang. 
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2. Bagi BPPR Kota Malang 

a. Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang berkaitan 

dengan pola pikir terhadap pihak pemerintah daerah dalam pengambilan sebuah 

kebijakan sebagaimana dengan tujuan untuk memaksimalkan pada PAD 

b. Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memberikan data atau informasi yang 

berkaitan dengan pajak hiburan serta inflasi yang mana dapat memberikan sebuah 

dorongan yang terpenting terhadap PAD di Kota Malang, serta akan selalu 

diharapkan untuk dijadikan sebuah bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah 

keputusan. 
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